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KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja institusi berdasarkan indicator-
indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan
sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen
mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi untuk mewujudkan good
governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat intemnal tetapi juga ekstemal, karena
SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja institusi yang berkaitan dengan ketepatan
program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja institusi di mata masyarakat
berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja institusi. Hasil kajian
menunjukkan tidak semua satuan unit kerja institusi memiliki SOP, karena itu seharusnyalah
setiap satuan unit kerja pelayanan institusi memiliki standar operasional prosedur sebagai
acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja institusi dapat dievaluasi dan terukur. Dan
diharapkan dengan adanya Standar Operasiona Prosedur ini Bagian Bina Pengelolaan
Keuangan dan Asset dapat melaksanakan kegiatan serta proses kerja secara baik dan
memuaskan sesuai dengan tujuna pembuatan SOP sebenarnya yaitu Pengelolaan Keuangan
dan Asset dapat menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja
institusi untuk mewujudkan good govermance. Bulukumba, Juni 2020 Wakil Rektor II
Bidang Administrasi Keuangan dan Aset YULI ARTATI, SE.M.M. NIDN. 0920077206

Bulukumba, Juni 2020
aklﬂlektor 11 Bidang Administrasi




BABI

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang bersatus Perguruan Tinggi
Muhammadiyah mempunyai layanan yang keseluruhannya tercakup dalam Catur darma
Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat
serta AIK dan Kemuhammadiyahan. Ke empat darma ini dijabarkan dalam Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai. Pelayanan publik yang diberikan instansi kepada
mahasiswa dan masyarakat merupakan perwujudan fungsi sebagai abdi masyarakat. Pada era
otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam
peningkatan kinerja institusi. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan
public harus lebih didekatkan pada mahasiswa dan masyarakat sehingga mudah dijangkau.

Universitas Muhammadiyah Bulukumba di bangun atas prinsip memberikan layanan
yang terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat yang bertumpu pada paradigma baru yaitu
kemandirian, transparansi, efesiensi, produktivitas, akuntabilitas dan jaminan mutu. Untuk
mengimplementasikannya maka dilaksanakan penguatan manajemen, penguatan
pendanaan,pengutan kinerja berbasis informasi tehnologi (IT), Penguatan Perpustakaan, dan
penguatan sarana dan prasarana sebagai penguatan pertanggung jawaban.

Status Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai salah satu pengelolaan
keuangan dengan suatu kebutuhan masa sekarang untuk meningkatkan mutu penyelenggraan
pendidikan, meningkatkan kinerja pelayanan, meningkatkan kinerja keuangan, yang pada
akhirnya diharapkan akan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja
Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilannya,
UMB perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar (Standar Operasional
Prosedur /SOP). Standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja institusi berdasarkan
indikator-indikator teknis, administrasif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan
sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen

apa yang mau dikerjakan oleh satuan unit kerja institusi untuk menuju good governance




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen
SOP 00005-001
SARANA DAN PRASARANA | Diajukan Kepala BAU
& Keuanga
q
Mahdul, S.Pd.
NBM. 1201531 !
I Tujuan Menjamin pengadaan, penggunaan dan pemeliharadm-sarana dan prasarana
perkuliahan berjalan dengan baik

I | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

I | Definisi 1. Sarana dan prasarana dalah semua fasilitas yang digunakan untuk
menunjang kegiatan perkuliahan di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

2. Sarana dan prasarana perkuliahan meliputi ruang kuliah, multimedia,
laboratorium/praktikum, aula, lacture teather, auditorium

IV | Referensi 1. Buku Pedoman Akademik
2. Prosedur pembelajaran pengendalian proses perkuliahan
3. Pepres Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Pengadaan barang dan
jasa
4. Keputusan Menteri Keuangan Rewpublik Indonesia
Nomor:225/MK/V/4/1971 tentang pedoman pelaksanaan inventarisasi
Barang-Barang Milik Negara/kekayaan Negara
5. Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor:
29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kode Barang milik Negara
6. Prosedur Pengendalian dokumen dan Data
V | Didistribusikan Kepada semua pemegang controled copy
VI | Prosedur 6.1 | Unum

1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap
perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang
digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam
prosedur pengendalian dokumen

2. Penyusunan prosedur  dan pemeriksa prosedur
bertanggungjawab untuk memastikan:

a. Semua personil yang terlibat dalm prosedur ini mengerti
dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam
prosedur in1

b. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus
memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam
wewenang dan tanggung jawab

3. Pemeriksaaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini
tercantum dalam rencana mutu

6.2 | Ketentuan Umum

1. Wakil Rektor Il bertanggung jawab atas tersedianya sarana
dan prasarana perkuliahan

2. Kepala BAU bertanggung jawab atas penggunaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana serta masalah-masalah
yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaannya

3. Civitas akademik dapat menggunakan sarana dan prasarana




yang tersedia untuk menunjang proses perkuliahan

Ruang kuliah digunakan oleh dosen sesuai jadwal perkuliahan
vang telah ditetapkan dan tidak boleh memindahkan ke ruang
yang lain tanpa sepengetahuan Kepala BAU

Ruang aula, auditortum, Lecture teather, laboratotium
digunakan oleh civitas akademik sesuai dengan jadual yang
ditetapkan oleh Ka BAU.

63

Perencanaan dan Pengadaan
)

Pengguna anggaran (Wakil Rektor I. Wakil rektor I, Wakil
Rektor III) menyusun dokumen rencana pengadaan sarana dan
prasarana perkuliahan yang akan dibiayai sendiri atau
berdasarkan kerjasama dengan pihak lain sepanjang
diperlukan

Kegiatan penyusunan dokumen rencana pengadaan sarana dan

prasarana tersebut meliputi:

a.  ldentifikasi kebutusan sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk instansinya (identifikasi langsung atau
melalui usulan dari civitas akademika)

b. Penelaan kelayakan sarana dan prasarana yang telah
ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang dan
jasa dani kegiatan yang sama untuk memperoleh
kebutuhan riil

c¢. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran atas
kebutuhan tersebut

d. Hasil identifikasi kebutuhan riil sarana dan prasarana
diatas dituangkan dalam Rencana Kerja anggarana (RKA)
dari prodi/Universitas

e. Penetetapan kebijakan dan realisasinya

Aturan Rencana pengadaan tersebut direalisasikan sesuai

kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan

pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah

64

Pencatatan dan Pemelitharaan
1.,

KA BAU bertanggungjawab mencatat setiap barang/sarana

dan prasarana yang berhasil diadakan dalam buku/sistem

aplikasi inventaris barang kekayaan, kemudian didistribusikan
keruang/unit  yang  membutuhkan  sesuai  rencana
pengadaannya.

Daftar inventaris sarana dan prasarana perkuliahan yang ada

disetiap ruang dicatat dan ditempel disetiap ruang serta selalu

diperiksa dan diperbaharui datanya oleh Ka BAU

KaBAU bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan

prasarana perkuliahan yang meliputi:

a. Pengecekan kelayakan sarana dan oprasarana perkuliahan
secara rutin minimal seiap 3 (tiga) bulan sebagai langkah
preventif

b. Perbaikan atau servic sarana dan prasarana perkuliahan
jika terjadi kerusakan sebagai langkah koreksi dan
perbaikannya

Sarana dan prasarana perkuliahan yang tidak layak dan tidak

bisa digunakan bisa dihapus dari daftar invntaris barang

kekayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ka BAU bekerjasama dengan penanggungjawab sarana dan

prasarana kampus senantiasa menjaga kebersihan sarana |

perkuliahan minimal 2 (dua) kali sehari [




6.

7.

Ka BAU mengecek kesiapan dan kebersihan ruangan

perkuliahan minimal 1 (satu) kali dalam sehari

Mekanisme pemeliharaan ruang pembelajaran diatur sbb:

a. Ka BAU bekerjasama dengan penanggungjawab sarana
dan prasarana kampus membuka dan mengunci ruang
perkuliahan, ruang multimedia, aula, auditorium,
laboratorium dan lactrure teather setiap akan digunakan
dan setelah digunakan

b. Ka BAU bekerjasama dengan penanggungjawab sarana
dan prasarana kampus bertanggung jawab atas kerapian isi
ruangan setiap awal dan akhir perkuliahan

Perbaikan sarana dan prasarana diluar jadwal perkuliahan

merupakan tanggungjawan KA BAU paling lambat 1 (satu)

hari setelah ditemukan adanya indikasi perlunya perbaikan

setelah mendapat persetujuan Wakil Rektor 11

6.5

Penggunaan Sarana dan Prasarana Perkuliahan

1.

Ka BAU menetapkan ruang perkuliahan berdasarkan usulan
dari Rektor/Jurusan/Prodi 1 (Satu) bulan sebelum perkuliahan
di mulai

Civitas akademik mengajukan permohonan penggunaan
sarana dan prasarana kepada Ka BAU paling lambat 1 (satu)
minggu sebelum perkuliahan dilaksanakan

Ka BAU menyusun jadwal penggunaan sarana dan prasarana
berdasarkan permohonan penggunaan sarana dan prasarana
yang masuk setiap awal minggu

Ka BAU menyiapkan dan memastikan sarana dan prasarana
dapat digunakan paling lambat 5 (lima) menit sebelum
perkuliahan/pertemuan dimulai

Mekanisme penggunaan sarana dan prasarana khusus
(Multimedia, laboratorium, lacture teather, auditorium yang
selesai digunakan dan memastikan sarana dan prasarana
tersebut senatiasa dalam kondisi siap digunakan kembali

6.6

Evaluasi Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkuliahan

¥

o

Wakil Rektor 1I memimpin rapat evaluasi penggunaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana perkuliahan pada tiap akhir
priode perkuliahan

Materi rapat evaluasi penggunaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana perkuliahan meliputi kondisi , ketersediaan,
frekwensi penggunaan dan pengembangan serta kebutuhan
sarana dan prasarana perkuliahan

Wakil Rektor II menentukan tindakan perbaikan yang harus
dilakukan pada semester berikutnya dan mencatatnya dalam
notulen rapat

Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam
notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya
kepada Wakil Rektor Il sesuai batas waktu tertulis dalam
notulen rapatWakil Rektor Il wajib memberikan verifikasi
atas perbaikan tibdakan tetsebut dan apabila diperlukan Wakil
Rektor II wajib mengambil Tindakan agar tidak terjadi lagi




BAU

BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
| BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman
sSop 00005-002

PENGENDALIAN OPERATOR | Diajukan Kepala BAU

(ABSENSI KEHADIRAN) \‘f‘/l\“’“’"g"“ 1
Mahdul, S.Pd.
NBM. 1201531. NGB0 O
I Tujuan 1. Sebagai Pedoman bagi pengelala”" "Mn?’ ditingkat Tim
keamanan dalam melaksanakan dalian (operator)

absensi kehadiran

Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melakdanakan tugas pengendalian (operator)absensi kehadiran
Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas

Sebagar sistem untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan penanganan pelaku pelanggaran hukum dan ketertiban
umum

11 | Ruang Lingk_ﬁp | SOP im hanya berlaku untuk petugas operator absensi kehadiran di

lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Definisi

=iz

Referensi

I
2.
B

Surat Keputusan No.Pol SKEP/126/X11/1980 tentang pola
pembinaan SATPAM

Surat Keputusan Kapolri No.Pol.SKEP/73/VI/1981 tentang Pola
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan

Peraturan rektor universitas Muhammadiyah Bulukumba tentang
Pelaksanaan jam Kerja Pegawai di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara republik Indonesia tahun
2010 Nomor 74tambahan Lembaran Negara Repoblik Indoneisa
Nomor 5135)

| <

Didistribusikan

VI | Prosedur 6.1

[ Umum

1. Petugas operator absensi kehadiran memasukkan data pegawai
melalui registrasi mesin absensi

2. Petugas operator absensi kehadiran memasukkan jadwal kerja
pegawai

3. Petugas operator absensi kehadiran memeriksa kehadiran
pegawal

6.2

Prosedur Pelaksanaan

1. Petugas operator absensi kehadiran memberikan penjelasan
kepada Pegawai tentang sistem kehadiran dengan ceklok

2. Memberikan penjelasan mengenai ketentuan jam kerja
pegawal tentang pelaksanaan jam kerja pegawai di lingkungan
Universitas Muhammadiyah Bulukumba

3. Melakukan pengawasan proses absensi

4. Menerrima laporan pegawai apabila ada kesalahan dalam
melakukan absensi atau tidak terdeteksi oleh mesin




5. Menginput data kehadiran pegawai apabila ada pegawai yang
tidak hadir karena alpa, izin, sakit, cuti, dinas luar dll, atau
pegawai yang mengalami kesalahan atau tidak terdeteksi

6. Menyampaikan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai ke bagian
BAU




i BAU ' BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
f MUHAMMADIYAH :
5 BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman
SOP 00005-003 N .
PENGAMANAN EVAKUASI Diajukan Kepala BAU :___~ iy "blph Wakil Rektor
BENCANA ALAM \?&P
Mahdul, S.Pd.
NBM, 1201531
I Tujuan 1. Sebagai Pedoman bagi pengelol nan i tingkat Tim
keamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan evakuasi bencana
alam

2. Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melaksanakan pengamanan evakuasi bencana alam

3. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas

4. Sebagai sistem untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keamanan dan pengamanan evakuasi bencana alam.

I | Ruang Lingkup SOP ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan evakuasi bencana
alam di kampus Umiversitas Muhammadiyah Bulukumba

I | Definisi

IV | Referensi 1. Surat Keputusan No.Pol. SKEP/126/XII/1980 tentang pola
pembinaan SATPAM

2. Surat Keputusan Kapoln No.Pol. SKEP/73/VI/1981 tentang Pola
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan

3. Pedoman pelaksanaan pengamanan kampus di Perguruan
Tinggi,Departemen  Pendidikan  Nasional Direktorat  jenderal
Pendidikan Tinggi Tahun2001

4. Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 21 tahun 2008
tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

5. UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Vv Didistribusikan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI | Prosedur 6.1 | Umum

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian dan sumber daya
Menentukan status keadaan darurat bencana
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
Mengikuti pelatihan penanggulangan bencana alam

2
3
4,
6.2 | Prosedur Pelaksanaan
1. Menyusun dan menetapkan anggota penanggulangan bencana
alam
2. Menyiapkan peralatan /perangkat penujang evakuasi bencana
alam
3. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak
koramil tentang pengamanan evakuasi bencana alam di
kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba
4. Pada hari “H’ melaksanakan pengamanan evakuasi bencana
alam sbb:




A0 o

h.

i.

Membunyikan alarm kegiatan peringatan

Melakukan pemberitahuan secara personal

Melaksanakan pengamanan tempat kejadian perkara
Melakukan evakusi korban dan evakuasi barang-barang
berharga yang bisa diselamatkan

Memberikan pertolongan pertama kepada korban jika ada
korban luka-luka

Melkukan pendataan terhadap korban Jkerusakan gedung
dan mencatat kejadian secara detail

Menertibkan arus lalu lintas kendaraan disekitar tempat
kejadian perkara

Mengawasi jalannya evakuasi baik berupa barang maupun
korban

Mencatat dan mengdokumentasikan kejadian di lapangan

. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengamanan evakuasi

bencana alam

. Membuat laporan pelaksanaan pengamanan evakuasi bencana

alam kepada Wakil Rektor IT




| BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
; MUHAMMADIYAH
i BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi
SOP 00005-004
PENGAMANAN KEBAKARAN | Diajukan Kepala BAU
& Keuangan [
/.\
N\ahdul, S.Pd. SE,
i NBM. 1201531 NIDN. D92007 785
1 Tujuan 1. Sebagai Pedoman bagi pengelol é’ "di/tingkat Tim
keamanan dalam melaksanakan tugas pei akaran

2. Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melaksanakan pengamanan kebakaran

3. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas

4. Sebagai sistem untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keamanan dan pengamanan kebakaran

I | Ruang Lingkup Berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan kebakaran di kampus
Universitas Muhammadiyah Bulukumba

III | Definisi

IV | Referensi 1. Surat Keputusan No.Pol. SKEP/126/XII/1980 tentang pola
pembinaan SATPAM _

2. Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP/73/VI/1981 tentang Pola
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan

3. Pedoman pelaksanaan pengamanan kampus di Perguruan
Tinggi,.Departemen  Pendidikan  Nasional,Direktorat  jenderal
Pendidikan Tinggi Tahun2001

V | Didistribusikan

V1 | Prosedur 6.1 | Umum

1. UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus menugaskan anggota
untuk mengikuti pelatihan tentang penanggulangan kebakaran

2. UPT keamanan dan ketertiban kampus menetapkan jumlah
anggota yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan

3. Kepala UPT memeriksa perlengkapan anggota yang bertugas
menanggulangi kebakaran

4. Mengikuti pelatihan penanggulangan bencana alam




6.2

Prosedur Pelaksanaan

I

Mengeloh Data/laporan dari intel UPT tentang adanya

kebakaran, menyusun dan menetapkan program kegiatan untuk

pengamanan kebakaran

Anggota yang bertugas menanggulangi kebakaran menyiapkan

perlengkapan seperti box hydrant

Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, petugas

pemadam kebakaran dan pihak koramil tentang pengamanan

kebakaran di kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Pada hari “H’ melaksanakan pengamanan kebakaran sbb:

Membunyikan alarm kegiatan peringatan

Melakukan pemberitahuan secara personal

Melaksanakan pengamanan tempat kejadian perkara

Melakukan pencegahan dan pemadaman sebagai tindakan

pertama dengan peralatan standar yang ada di gedung

€. Melakukan evakuasi korban dan evakuasi barang-barang
berharga yang bisa diselamatkan

f. Memberikan pertolongan pertama kepada korban jika ada
korban luka-luka

g. Melakukan pendataan terhadap korban  kerusakan gedung
dan mencatat kejadian secara detail

h. Menertibkan arus lalu lintas kendaraan disekitar tempat
kejadian perkara

i. Mengawasi jalannya evakuasi baik berupa barang maupun
korban

J-  Melakukan koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran
setempat

k. Mencatat dan mendokumentasikan kejadian di lapangan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengamanan

Membuat laporan pelaksanaan pengamanan kepada Wakil

Rektor II

a0 o




BAU

BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
| BULUKUMBA B
No: Dokumen No: Revisi_ Halaman
SOP 00005-005 i
PENGATURAN LALU LINTAS | Dinjukan Kepala BAU | Disetaphf'Gign Wikl Rektor
& Keugngan Z Ve,
| q s '
| =
. ahdul, S.Pd. 3 l?}
| NBM. 1201531 NIDN. 0920077268
1 Tujuan 1. Sebagai Pedoman bagi penge!olaanengaluran di
tingkat UPT dalam melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas
2. Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melaksanakan pengaturan lalu lintas
3. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
4. Sebagal sistem untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keamanan dan pengaturan lalu lintas
5. Meningkatkan keselamatan petugas satuan pengamanan UPT
1 keamanan dan ketertiban pada unit lalu lintas

II | Ruang Lingkup SOPn i berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan lalu lintas di

kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba

IIT | Definisi _

IV | Referensi 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10
Tahun 2012 tentang pengaturan Lalu lintas dalam keadaan tertentu
dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

2. Surat Keputusan No.Pol. SKEP/126/XI1I/1980 tentang pola
pembinaan SATPAM
3. Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP/73/V1/1981 tentang Pola
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan
4. Pedoman pelaksanaan pengamanan kampus di Perguruan
Tinggi,Departemen  Pendidikan  Nasional,Direktorat  jenderal
Pendidikan Tinggi Tahun 2001
V | Didistribusikan
VI | Prosedur 6.1 | Umum

1. Petugas satuan pengamananyang bertugas di lalu lintas
menggunakan pakaian security sebagai tanda pengenal untuk
mewujudkan keberadaan petugas saat sedang mengatur lalu
lintas

2. Selama menjalankan tugas di pintu keluar masuk kendaraan,
setiap petugas diharapkan memegang traffic baton dan
membawa pluit untuk mengatur lalu lintas

3. Apabila kondisi hujan petugas satuan pengamanan diharuskan
menggunakan jas hujan dengan tetap memakai pakaian
security

6.2 | Prosedur Pelaksanaan

1. Mengeloh Data/laporan tentang adanya macet dan pengaturan
lalu lintas
2. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan untuk




6.2

Prosedur Pelaksanaan

I

Mengeloh Data/laporan dari intel UPT tentang adanya

kebakaran, menyusun dan menetapkan program kegiatan untuk

pengamanan kebakaran

Anggota yang bertugas menanggulangi kebakaran menyiapkan

perlengkapan seperti box hydrant

Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, petugas

pemadam kebakaran dan pihak koramil tentang pengamanan

kebakaran di kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Pada hari “H’ melaksanakan pengamanan kebakaran sbb:

Membunyikan alarm kegiatan peringatan

Melakukan pemberitahuan secara personal

Melaksanakan pengamanan tempat kejadian perkara

Melakukan pencegahan dan pemadaman sebagai tindakan

pertama dengan peralatan standar yang ada di gedung

€. Melakukan evakuasi korban dan evakuasi barang-barang
berharga yang bisa diselamatkan

f. Memberikan pertolongan pertama kepada korban jika ada
korban luka-luka

g. Melakukan pendataan terhadap korban  kerusakan gedung
dan mencatat kejadian secara detail

h. Menertibkan arus lalu lintas kendaraan disekitar tempat
kejadian perkara

i. Mengawasi jalannya evakuasi baik berupa barang maupun
korban

J-  Melakukan koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran
setempat

k. Mencatat dan mendokumentasikan kejadian di lapangan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengamanan

Membuat laporan pelaksanaan pengamanan kepada Wakil

Rektor II
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BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
' No: Dokumen No: Revisi Halaman
SOP 00005-006 | evereerene o
PELANGGARAN HUKUM Diajukan Kepala BAU | Di il \ il Rektor
DAN KETERTIBAN UMUM “%‘W T £ \daz
Aahd‘“l, S.Pd. -r_,': _ ‘.._' ‘ .
NBM. 1201531 3) 4 :

I | Tujuan l. Sebagai Pedoman bagi pengelolaan™pengaiifian ai tingkat Tim
keamanan dalam melaksanakan pengamanafi™pelaku pelanggaran
hukum dan ketertiban umum

2. Sebagai petunjuk langkah-langkah vang harus ditempuh dalam
melaksanakan tugas penanganan pelaku pelanggaran hukum dan
ketertiban umum

3. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

4. Sebagai sistem untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan penanganan pelaku pelanggaran hukum dan ketertiban
umum

II | Ruang Lingkup Berlaku untuk pelaksanaan kegiatan petugas penanganan pelaku pelanggaran
hukum dan ketertiban umum :

I | Definisi

IV | Referensi 1. Surat Keputusan No.Pol.SKEP/126/XII/1980 tentang pola
pembinaan SATPAM

2. Surat Keputusan Kapolri No.Pol SKEP/73/VI/1981 tentang Pola

Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum adat Pidana

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU no.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

th e 1

V | Didistribusikan

VI | Prosedur 6.1 | Umum

1. Petugas menerima laporan tentang adanya pelanggaran hukum
dan keterttban umum

2, Setiap petugas penerima penangan pelaku pelanggaran hukum
dan ketertiban umum, memeriksa pelaku dan korban dengan
praduga tak bersalah

6.2 | Prosedur Pelaksanaan

1. Sebelum melaksanakan pemeriksaan petugas wajib melakukan:
a. Mengamankan tempat kejadian perkara (TKP)
b. Melaporkan kepada atasan, mengamankan TKP, dan

mengamankan barang bukti, dll

¢. Mengamankan pelaku, korban dan saksi

2. Memeriksa identitas pelaku,korban dan saksi, barang bukti
serta bukti alat pendukung yang digunakan pelaku

3. Melakukan interogasi terhadap pelaku, korban dan saksi secara




terpisah

. Mencatat keterangan dari pelaku, korban dan saksi tentang
kejadian awal

. Membuat berita acara pemeriksaan

. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ka BAU dan kepolisian
dengan menyampaikan proses penjelasannya.




BAU ‘5 BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
. MUHAMMADIYAH
' BULUKUMBA
No: Dokumen No: isj Halaman
SOP 00005-007 —
PEMERIKSAAN KELUAR Diajukan Kepala BAU kan 6 Wnkil Rektor
MASUK KENDARAAN o g
ahdul, S.Pd. y ieautati, SE,M.M.
NBM. 1201531

1 Tujuan 1. Sebagai Pedoman bagi pengeloladir~pehgamtnan di tingkat Tim

keamanan dalam melaksanakan kegiatan petugas pemeriksaan
keluar masuk kendaraan

2. Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melaksanakan tugas pemeriksaan keluar masuk kendaraan

3. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

4. Sebagal sistem untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keamanan dan petugas pemeriksaan keluarmasuk
kendaraan

I | Ruang Lingkup Berlaku untuk pelaksanaan kegiatan petugas pemeriksaan keluar masuk

kendaraan
[l | Definisi
IV | Referensi 1. Surat Keputusan No.Pol. SKEP/126/XII/1980 tentang pola
pembinaan SATPAM

2. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.SKEP/73/V1/1981 tentang Pola
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan

3. Pedoman pelaksanaan pengamanan kampus di Perguruan
Tinggi Departemen  Pendidikan  Nasional,Direktorat  jenderal
Pendidikan Tinggi Tahun 2001

Vv Didistribusikan

V1 | Prosedur 6.1 | Umum

1. Setiap kendaraan yang masuk ke dalam area wajib diperiksa
untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan

2. Kendaraan (mobil, motor ) yang akan masuk diwajibkan antri
didepan pos masuk pintu gerbang

6.2 | Prosedur Pelaksanaan
Sebelum melaksanakan tugas , petugas wajib mempersiapkan sarana
dan prasarana pemeriksaan keluar masuk kendaraan.
Pemeriksaan kendaraan masuk
1. Petugas pemeriksaan bertugas menghampiri kendaraan tersebut
dan mengucapkan : Selamat pagi/ siang’ sore
2. Menenyakan keperluan pengemudi atau orang yang berada di
dalam kendaraan dengan mengucapkan ‘ ada yang bisa saya
bantu ?
3. Petugas memeriksa dokumen yang dibutuhkan
4. Petugas menyampaikan ke bagian gedung yang dituju tentang
kedatangan kendaraan melalui alat komunikasi handy talky




S

Petugas memberikan kartu Tanda Masuk sebagat bukti bahwa
kendaraan telah diperiksa dan diperbolehkan memasuki
kampus sesuai keperluan

6. Petugas memberikan pengarahan tentang tata cara parkir

kendaraan pengemudi yang membawa kendaraan.

Pemeriksaan kendaraan yang keluar

1.

Petugas pemeriksa menghampiri kendaraan yang keluar
dengan memeriksa STNK dan Kartu tanda Masuk yang
diberikan pada waktu masuk

Apabila pengemudi tidak bisa memperlihatkan STNK dan
kartu tanda masuk maka, petugas pemeriksa mengarahkan
pengemudi agar ke kantor Ka BAU dan menyimpan identititas
pengemudi dan diambil di Ka BAU

Petugas memeriksa bagian dalam bak kendaraan baik yang
tertutup maupun yang terbuka

Apabila menemukan barang yang mencurigakan agar
memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen/perizinan
Apabila telah selesai melakukan pemeriksaan, petugas
mengucapkan salam: Terima Kasih/Selamat Jalan.

Petugas mencatat kejadian secara tertulis selama melaksanakan
tugas dan melaporkan ke Ka BAU.




BAU

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA

i BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

SOp

PENGAMANAN AKSI

UNJUK RASA

Halaman

No: Dokumen No: Revisi
00005-008 ,,../:;? 'y
Diajukan Kepala BAU } Djtéta §ely Wakil Rektor
& Keuangan ( LA\
Lahdul, S.Pd.
NBM. 1201531

Tujuan

Sebagai Pedoman bagi pengelolaan™pergamemin di tingkat Tim
keamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan Aksi unjuk rasa
Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melaksanakan Pengamanan aksi unjuk rasa

Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Sebagai sistem untuk mewujudkan transparanst dan akuntabilitas
pengelolaan keamanan dan petugas pemeriksaan Aksi Unjuk Rasa

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa

I

Definisi

v

Referensi

1

Z

Surat Keputusan No.Pol SKEP/126/XI11/1980
pembinaan SATPAM :
Surat Keputusan Kapolnn No.Pol SKEP/73/VI/1981 tentang Pola
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan

Pedoman pelaksanaan pengamanan kampus di
Tinggi,Departemen  Pendidikan  Nasional,Direktorat
Pendidikan Tinggi Tahun 2001

UU No9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan
pendapat

Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 tentang tata cara
penyelenggaraan pelayanan,pelayanan dan penanganan perkara,
penyampaian pendapat dimuka umum

tentang  pola

Perguruan
jenderal

Didistribusikan

Vi

Prosedur

6.1

Umum

I. Anggota yang melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa
mempersiapkan segala kelengkapan berupa leter T dan Borgol

2. Menetapkan jumlah anggota yang diperlukan untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan

3. Memberikan pengawalan mulai dari depan ke belakang dan
untuk kelompok massa diberi tali pengaman yang melindungi
sehingga massa unjuk rasa tidak keluar dari rombongan

6.2

Prosedur Pelaksanaan

1. Mengolah data/laporan tentang akan adanya aksi unjuk rasa
2. Ka BAU melakukan pemeriksaan kepada anggota untuk tidak
membawa senjata tajam atau perlengkapan yang tidak sesuai
dengan tindakan pengamanan aksi unjuk rasa
3. Pada hari H melaksanakan pengamanan unjuk rasa sbb:
a. Bertindak secara persuasif dan menghindari tindakan
kontra produktif yang dapat memancing kerusuhan yang




lebih besar tidak terpancing ke dalam situasi yang
diinginkanpelaku aksi unjuk rasa

Melaksanakan  pengawalan  pimpinan  Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

Mengawasi gerakan massa aksi unjuk rasa

Mengamankan tempat /gedung konsentrasi massa unjuk
rasa terhadap aksi anarkis dari massa

Mendokumentasi aksi unjuk rasa

Meminta pamflet/selebaran tentang isi dari aksi unjuk rasa
tersebut untuk bahan laporan ke Pimpinan

Menerbitkan arus lalu lintas

Mengawasi jalannya aksi unjuk rasa dari pihak-pihak yang
akan memanfaatkan aksi

Melakukan pendekatan-pendekatan kepada koordinator
aksi agar massa tidak mengganggu aktifitas lainnya
Mencatat segala kejadian di lapangan

Mengevaluasn hasil pelaksanaan pengamanan

Membuat laporan pelaksanaan pengamanan kepada Wakil
Raktor I1




' BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
| UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA .
No: Dokumen Halaman
SOP 00005-009 s
PENERTIBAN PEDAGANG | Diajukan Kepala BAU 4 Difetapksifh ofely Wakil Rektor
KAKILIMA,PENGEMIS DAN & Keuangan 1 (3 W 1 #2-Sk
PENGAMEN A/k -
ahdul, S.Pd. fuliarte
NBM. 1201531 1920

Tujuan

1. Sebagar Pedoman bagi pengelolaan pengamanan DALAM
melaksanakan penertiban pedagang kaki lima, pengemis dan
pengamen

2. Sebagal petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melaksanakan penertiban pedagang kaki lima, pengemis dan
pengamen

3. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

4. Sebagai sistem untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keamanan dan penertiban pedagang kaki lima,
pengemis dan pengamen

1

Ruang Lingkup

Berlaku untuk pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, pengemis dan
pengamendi dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah
Bulukumba

Definisi

Tim penertiban pedagang kakilima, pengamen dan pengemis adalah salah
satu Unit pelaksana Tehnis (UPT) yang dimiliki oleh Universitas
Muhammadiyah Bulukumba yang bertugas untuk mengamankan
berkeliarannya pedagang kakilima, pengemis, pengamen yang dapat
mengganggu ketertiban di kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba

v

Referensi

1. Surat Keputusan No.Pol. SKEP/126/XI1/1980 tentang pola
pembinaan SATPAM

2. Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP/73/V1/1981 tentang Pola
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan

3. Pedoman pelaksanaan pengamanan kampus di Perguruan
Tinggi,Departemen  Pendidikan  Nasional,Direktorat  jenderal
Pendidikan Tinggi Tahun 2001

Didistribusikan

Prosedur

6.1 | Umum

1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, setiap perubahan
atas langkah dalam prosedur vyang digunakan harus
menggunakan mekanisme vyang diatur dalam prosedur
pengendalian dokumen

2. Menyampaikan surat tentang larangan kegiatan pedagang
kakilima,pengemis dan pengamen

3. Memberikan tindakan terhadap pedagang kakilima,pengemis,
dan pengamen yang tidak mengindahkan surat teguran yang
disampaikan

6.2 | Prosedur Pelaksanaan




Petugas mendatangi pedang kakilima, pengemis dan pengamen
yang berada dalam kampus

Petugas memeriksa identitas pedagang kakilima, pengemis dan
pengamen

Petugas memberikan arahan kepada pedagang kakilima,
pengemis dan pengamen tentang larangan beraktifitas dalam
kampus

Petugas memberikan tindakan dengan cara membawa
dagangan pedagang, pengemis, pengamen yang tidak
mengindahkan teguran3 (tiga) kali berturut-turutkekantor UPT
untuk diberikan arahan yang jelas sehingga tidak beraktifitas
kembali di dalam kampus

Petugas membuat laporan secara tertulis tentang penertiban
pedagang kakilima, pengemis dan pengamen kepada kepala
UPT




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
' UNIVERSITAS ' UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
; BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman
SOP __00005-010 i
URUSAN PERLENGKAPAN, D-awm Kepala BAU aph
RUMAH TANGGA DAN | °“““g‘“‘
INVENTARISASI ASET |
| hdul S.Pd. fulia M.]
; NBM. 1201531 w
[ | Tujuan 1. Sebagai pedoman petugas urusan pk%h% tangga dan
inventarisasi aset di lingkungan sitas_ Muhammadiyah
Bulukumba
Il | Ruang Lingkup Urusan perlengkapan rumah tangga dan inventarisasi aset di lingkungan

Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Definisi

Urusan perlengkapan rumah tangga dan inventarisasi aset melipufi
pelayanan permintaan ATK penggunaan gedung auditorium dan peminjaman
peralatan lainnya di ingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

v

Referensi

1. ISO 9001:2008 pasal 7.5.1 Pengendahan produksi dan penyedlajasa
2. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba

\’.P

Ketentuan Umum

Urusan perlengkapan rumah tangga dan inventarisasi aset dilakukan oleh
pegawai BAU Universitas Muhammadiyah Bulukumba sesuai dengan jam
kerja dan dapat bekerja lembur apabila ditugaskan oleh Pimpinan Unit

Kriteria
Keberhasilan

Daftar inventarisasi aset dan perlengkapan rumah tangga kampus menjadi
lengkap dan rapi

VI

Prosedur

Menghidupkan kompuer

Melakukan presensi datang dan pulang

Menyiapkan pelayanan

Melayani permintaan ATK, dan penggandaan berkas-berkas
Melakukan rekap permintaan ATK

Menjadwalkan pemakaian auditorium yang telah disetujui

Melakukan pengecekan auditorium yang akan digunakan dan setelah
digunakan

Melayani peminjaman alat

Mendistribusikan permintaan mobiler yang telah disetujui

® -0 oo ol
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g. Memberi pengharum ruangan
h. Membuang sampah
3. Membersihkan kamar toilet

Siang hari (dua kali membersihkan)

L.

oo

Membersihkan ruangan dan isinya
a.Membersihkan dan menata mobiler yang ada
b.Membersihkan kaca

c¢.Menyapu

d.Mengepel

e Mematikan lampu

f.Mematikan AC

g.Membuang sampah

Membersihkan toilet

Menutup ruang perkantoran

. Menyediakan air minumuntuk fakultas dan unit kerja
. Pengkondisian gedung perkuliahansesuai pembagian tugasnya.

Pagi hari (dua kali membersihkan
1. Membuka setiap ruangan perkuliahan
2. Membersihkan ruang perkuliahan dengan isinya
a. Membersihkan dan menata peralatan perkuliahan yang
ada
Membersihkan kaca
Mengepel
Menyapu
Menyalakan ac/kipas
Memberi pengharum ruangan
g. Membuang sampah
3. Membersihkan kamar toilet disekitar ruang perkuliahan
Siang Han (dua kali membersihkan)
1. Melakukan pengecekan kebersihan berkala
2. Membuang sampah
Sore Hari (dua kali membersihkan)
1. Membersihkan ruang perkuliahan dengan isinya
a. Membersihkan dan menata peralatan perkuliahan yang
ada
Membersihkan kaca
Mengepel
Menyapu
Menyalakan ac/kipas
Membuang sampah
Menutup ruang perkuliahan
d. Pengkondlsmn Taman
Pagi Hari
Mengkondisikan peralatan pertamanan
Menyapu halaman, taman dan jalan
Menyiram seluruh tanaman yang ada jika diperlukan
Memberi pupuk secara berkala
Membersihkan kolam
Menata taman
Slang Hari
1. Melakukan pengecekan berkala
2. Membuang sampah

"o Ao o
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BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen Halaman
SOP 00005-011
URUSAN KENDARAAN Diajukan Kepala BAU §k§[ Rektor
& Keuangan
Lahdul S.Pd.
NBM. 1201531
I Tujuan Sebagai pedoman petugas urusan Kendaraan“"dm.-lmgkﬂ’gan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba dan kerusakan karena renovasi
I | Ruang Lingkup Urusan Kendaraan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
baik penggunaan ke dalam kota maupun di luar kota
I | Definisi Urusan kendaraan meliputi pengecekan dan perawatankendaraan di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
IV | Referensi 1. 1ISO 9001:2008 pasal 7.5.1 Pengendalian produksi dan penyedia
jasa
2. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V| Ketentuan Umum | Urusan  Kendaraan  dilakukan oleh pegawai BAU  Universitas
Muhammadiyah Bulukumba sesuai dengan jam kerja dan dapat bekerja
lembur apabila ditugaskan oleh Pimpinan Unit
VI | Kriteria Kendaraan kampus menjadi bersih, terawat dan tetap awet
Keberhasilan
VI | Prosedur Untuk menjalankan tugas pokok dari urusan kendaraan perlu adanya

standar operasional prosedur yang dibuat sebagai landasan dalam
menjalankan tugas pokok tersebut

Melakukan presensi datang

Melakukan pebgecekan kondisi kendaraan

Membersihkan kendaraan

Melakukan pemanasan kendaraan

Melakukan servis kecil

Mengidentifikasi surat peminjaman yang telah disetujui

Menyerahkan kendaraan kepada user berdasarkan surat peminjaman
yang telah disetujui

h | Melakukan pengecekan kembali keadaan kendaraan setelah dipinjam
Melakukan presensi pulang

G o oo o




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH

BULUKUMBA

No: Dokumen | No: Revisi Halaman
SOP 00005-014 ,.n(,::,,:\“*
PEMBAYARAN KULIAH igétaphin pleh sklﬂsektorﬂ
MAHASISWA e B2

NBM. 1201531

Tujuan

Memudahkan pelaksanaan dan pengawasan W kuliah dari

mahasiswa

Ruang Lingkup

Berlaku untuk seluruh mahasiswa di prodi lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

I

Definisi

Pembayaran kuliah mahasiswa adalah Pembayaran yang harus
ditunaikan/dibayar oleh seluruh mahasiswa wajib sebelum melakukan
perkuliahan

v

Referensi

1.

2.

e

9.
10.
11.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tyjuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa

UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

Keputusan Menter1 Pendidikan dan Kebudayaan RI No,155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

| Keterkaitan

Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI

Prosedur

A | Mahasiswa membayar ke Bank vang ditunjuk ole Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

Mahasiswa menerima bukti pembayaran dari Bank

Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran Bank 3 lembar untuk
dicetakkan bukti pelunasan ke kasir

or! 0|

Mahasiswa menyerahkan Bukti Pembayaran lunas kepada Bendahara
untuk di input, Pengambilan Pasword dan Pengisian KRS online

s ]

Di Posting ke Simakad dan Pembukuan
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Tujuan

Sebagai pedoman petugas kebersihan dan perawatan.taman” di lingkungan
Universitas Muhammadiyah Bulukumba dan kerusakan karena renovasi,
agar kampus tampak bersih, indah ,asri dan nyaman

I

Ruang Lingkup

Kegiatan kebersihan dan perawatan taman di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba baik di dalam gedung maupun di luar gedung

Definisi

Urusan instalasi dan maintenance meliputi identifikasi permasalahan terkait
laporan gangguan instalasi jika ada serta pengecekan sehingga perbaikan
peralatan listrik sampai normal kembali di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

Referensi

1. 1ISO 9001:2008 pasal 7.5.1 Pengendalian produksi dan penyedia
Jjasa
2. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Ketentuan Umum

Kegiatan kebersthan dan perawatan taman dilakukan oleh pegawai
kebersihan Universitas Muhammadiyah Bulukumba sesuai dengan jam kerja
dan dapat bekerja lembur apabila ditugaskan oleh Pimpinan Unit

Kriteria
Keberhasilan

Kampus menjadi lebih bersih, indah dan tidak bau

VI

Prosedur

Kondiss lingkongan yang bersih dan nyaman merupakan salah satu
penunjang berjalannya proses pelayanan akademik dan kemahasiswaan
dengan lancar sehingga dapat menghasilkan hasil kerja dan prestasi
yang optimal Hal ini merupakan tugas utama bagi urusan kebersihan
bersama cleaning service Universitas Muhammadiyah Bulukumba
yang terjabarkan dalam standar operasional berikut

1. Presensi kehadiran tenaga cleaning service sesuai dengan
pembagian tugas masing-masing
a. Pengkondisian gedung perkantoran sesuai pembagian
tugasnya
Pagi hari (dua kali membersihkan)
1. Membuka setiap ruangan perkantoran
2. Membersihkan ruangan dan isinya
a. Membersihkan dan menata mobiler yang ada
b. Membersihkan kaca
c¢. Menyapu
d. Mengepel
e. Menyalakan AC/Kipas
f. Mematikan lampu




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
; MUHAMMADIYAH
' BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman
SOP 00005-012 congprflometing
URUSAN INSTALASI DAN Diajukan Kepala BA itptaphan olebh Wakil Rektor
MAINTENANCE S Kempngun
i Mahdul, S.Pd.
| NBM. 1201531 )
I | Tujuan Sebagai pedoman petugas instalasi %y _‘Egl}llée di lingkungan

II | Ruang Lingkup Urusan instalasi dan maintenance di  lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba oleh BAU

III | Definisi Urusan instalasi dan maintenance meliputi identifikasi permasalahan terkait
laporan gangguan instalasi jika ada serta pengecekan sehingga perbaikan
peralatan listrik sampai normal kembali di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

IV | Referensi 1. 1ISO 9001:2008 pasal 7.5.1 Pengendalian produksi dan penyedia
jasa :
2. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba

V| Ketentuan Umum | Urusan instalasi dan maintenance dilakukan oleh pegawai BAU Universitas
Muhammadiyah Bulukumba sesuai dengan jam kerja dan dapat bekerja
lembur apahbila ditugaskan oleh Pimpinan Unit

VI | Kriteria Instalasi listrik kampus menjadi normal
Keberhasilan
VI | Prosedur Untuk menjalankan tugas pokok dari urusan kendaraan perlu adanya

standar operasional prosedur yang dibuat sebagai landasan dalam
menjalankan tugas pokok tersebut

Melakukan presensi datang

Melakukan pebgecekan kondisi kendaraan

Membersihkan kendaraan

Melakukan pemanasan kendaraan

Melakukan servis kecil

Mengidentifikasi surat peminjaman vang telah disetujui

Menyerahkan kendaraan kepada user berdasarkan surat peminjaman
yang telah disetujui

Melakukan pengecekan kembali keadaan kendaraan setelah dipinjam
Melakukan presensi pulang

@ Hoae o

-




g. Memberi pengharum ruangan
h. Membuang sampah
3. Membersihkan kamar toilet

Siang hari (dua kali membersihkan)

L.

oo

Membersihkan ruangan dan isinya
a.Membersihkan dan menata mobiler yang ada
b.Membersihkan kaca

c¢.Menyapu

d.Mengepel

e Mematikan lampu

f.Mematikan AC

g.Membuang sampah

Membersihkan toilet

Menutup ruang perkantoran

. Menyediakan air minumuntuk fakultas dan unit kerja
. Pengkondisian gedung perkuliahansesuai pembagian tugasnya.

Pagi hari (dua kali membersihkan
1. Membuka setiap ruangan perkuliahan
2. Membersihkan ruang perkuliahan dengan isinya
a. Membersihkan dan menata peralatan perkuliahan yang
ada
Membersihkan kaca
Mengepel
Menyapu
Menyalakan ac/kipas
Memberi pengharum ruangan
g. Membuang sampah
3. Membersihkan kamar toilet disekitar ruang perkuliahan
Siang Han (dua kali membersihkan)
1. Melakukan pengecekan kebersihan berkala
2. Membuang sampah
Sore Hari (dua kali membersihkan)
1. Membersihkan ruang perkuliahan dengan isinya
a. Membersihkan dan menata peralatan perkuliahan yang
ada
Membersihkan kaca
Mengepel
Menyapu
Menyalakan ac/kipas
Membuang sampah
Menutup ruang perkuliahan
d. Pengkondlsmn Taman
Pagi Hari
Mengkondisikan peralatan pertamanan
Menyapu halaman, taman dan jalan
Menyiram seluruh tanaman yang ada jika diperlukan
Memberi pupuk secara berkala
Membersihkan kolam
Menata taman
Slang Hari
1. Melakukan pengecekan berkala
2. Membuang sampah

"o Ao o
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Sore Hari
1. Menyapu halaman, jalan dan taman
2. Menyirami tanaman jika diperlukan
3. Mengkondisikan kembali peralatan pertamanan
3 Presensi kepulangan tenaga cleaning servis sesuai dengan
pembagain tugas masing-masing
4 Menjalin  komunikasi denganSupervaisor ~ CS untuk
meningkatkan mutu kinerja
5. Mengadakan evaluasi berkala
6. Membuat laporan
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BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman

SOP 00005-030 o

PENGIRIMAN DOKUMEN DlaJ“wAU
angan

ahdul S.Pd. ‘.
NBM. 1201531

1 Tujuan Pengiriman dokumen untuk mengatur semua dofﬁ‘rher%yang akan di kirim
oleh Universitas Muhammadiyah Bulukumba

I | Ruang Lingkup Prosedur ini mulai berlaku dan pengajuan unit kerja kepada bagian umum
untuk mengirim dokumen sampai pada pengiriman dokumen

IIT | Definisi Pengiriman dokumen adalah suatu proses pengiriman dokumen penting cleh
Universitas Muhammadiyah Bulukumba kepada pihak lain
IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa

3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/1J/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

h% Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI | Prosedur A | Unit kerja memasukkan dokumen ke bagian umum yang akan di kirim
ke instansi luar

B | Bagian umum mengklasifikasi area tujuan kirim langsung atau via jasa
pengiriman

C | Post man mengirimkan dokumen langsung atau via jasa pengiriman
dengan bukti terima/kirim dokumen

D | Post man melaporkan LPJ biaya penginman dan bukti pengiriman
dokumen




| BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

, UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
' MUHAMMADIYAH
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sor

No: Dokumen | No: Revm Halaman
00005-029

PEMINJAMAN RUANGAN Diajukan Kepala B Di A¥ oleliaakil Rektor 11

SARANA UNTUK ﬁ\ puangs

KEPERLUAN

UKM/ORMAWA NBM. 1201531

e T

klahdul, S.Pd.

\

Tujuan

Peminjaman ruangan sarana untuk keperluarfmkg@g@a% adalah membuat
aturan dalam peminjaman ruangan dan sarana Universita§ Muhammadiyah
Bulukumba

Ruang Lingkup

Prosedur ini mulai berlaku dari pengajuan peminjaman dan penggunaan
ruangan atau gedung oleh UKM/ORMAWA Universitas Muhammadiyah
Bulukumba, koordinasi unit terkait, sampai pengembalian

I

Definisi

Peminjaman ruangan dan sarana untuk keperluan UKM/ORMAWA adalah
bentuk peminjaman/ proses pemakaian ruangan dan sarana untuk menunjang
kegiatan UKM/ORMAWA Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Referensi

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dar mahasiswa

3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggl

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Keterkaitan

Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Prosedur

A | Surat Pengajuan ruang sarana untuk keperluan kegiatan
UKM/ORMAWA yang sudah disetujui BEM ke Bagian umum

Validasi bagian umum surat pengajuan UKM/ORMAWA

Cek ketersediaan ruang/sarana yang diajukan

(wil@] =

Koordinasi koordinator bag,Sarana tentang blocking ruang dan wakiu
pengambllan sarana

Serah terima sarana yang dilengkapi bukti serah terima barang

1| T

Pengembalian sarana yang di pinjam




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

g UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
- MUHAMMADIYAH
I BULUKUMBA
No: Dokumen ‘ No: Revisi Halaman
SOpP 00005-028 sl B
PENGGUNAAN AULA, Diajukan Kepala B ifoiapRirtpleh Waldl Rektor IT
RUANG MEETING & ﬁ\ s r ﬂ@g‘, 8% \
LACTURE TEATHER ll[ahdul, S.Pd. 7 !-ﬁ EVEM.
NBM. 1201531 G 20
I | Tujuan Pengaturan penggunaan aula, ruang meeting dar factur teather Universitas
Muhammadiyah Bulukumba N, o
[ | Ruang Lingkup Prosedur ini mulai berlaku dari pengajuan peminjaman dan penggunaan

aula, ruang meeting dan lacture teather Universitas Muhammadiyah
Bulukumba oleh unit kerja, UKM ,koordinasi unit terkait, penjadwalan dan

pelaksanaan
HI | Definisi Penggunaan aula, ruang meeting dan lactur teather adalah penggunaan
sarana prasarana Universitas Muhammadiyah Bulukumba
IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa

3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI | Prosedur A | Unit kerja/UKM mengajukan pengajuan penggunaan ruang 1 (satu)
minggu sebelum acara ke bagian Umum (BAU)

B | Ka BAU memvalidasi pegajuan Unit/UKM terkait dengan jenis
kegiatan dan persetujuan Pimpinan unit terkait

Cek Shedule pemakaian ruangan yang diajukan
Merencanakan ruang rapat atau ruang aula

Konfirmasi ke unit /UKM tentang waktu dan sarana pendukung lainnya

oim|g| 0

Kegiatan berlangsung
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MUHAMMADIYAH
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SOpP

PRASARANA

No: Dokumen | No: Revisi Halaman
00005027 | oot

PEMELIHARAAN SARANA | Disjukan Kepala BAL | DitefapkapaleWakil Rektor I1
& Keuangan -
\Yaliartati; SE,

Mahdul, S.Pd.
NBM. 1201531

Tujuan

Pemeliharaan sarana prasarana dalam \rahgka' mﬁ admmlstras.l dan
mendukung kehandalan laporan barang m k fimm‘s?tas Muhammadiyah
Bulukumba e

1

Ruang Lingkup

Berlaku untuk Bendahara Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Definisi

Pengadaan prosedur ini mulai dari permintaan update data inventaris pada
unit kerja, penerimaan update data dan unit kerja, proses pengolahan atau
pendataan ulang, laporan data inventaris aset universitas dalam rangka tertib
administrasi mendukung kehandalan laporan barang milik universitas dan
laporan keuangan

v

Referensi

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa

3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

1 1. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Keterkaitan

Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Prosedur

A | Bagian umum mengirimkan surat update inventarisasi aset pada unit
kerja

Ka BAU menerima update data inventarisasi aset unit kerja

B

C | Melakukan pengolahan dan pendataan ulang

D | Bagian umum melaporkan hasil update data iventarisasi secara
berjenjang




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen | No: Revisi Halaman
SOP 00005-026 | e o o
INVENTARISASI ASET Diajukan Kepala BAU
& Keuanga
ahdul, S.Pd.
NBM. 1201531 17
1 Tujuan Inventarisasi aset Universitas Muhammadiy ‘:.Entéfumba dalam rangka
tertib administrasi dan mengdukung k mﬂtﬂaﬂ‘ﬁiﬁpojﬁn barang mlik
Universitas dan laporan keuangan il
II | Ruang Lingkup Berlaku untuk Bendahara Universitas Muhammadiyah Bulukumba
I | Definisi Pengadaan prosedur ini mulai dari permintaan update data inventaris pada
unit kerja, penerimaan update data dari unit kerja, proses pengolahan atau
pendataan ulang, laporan data inventaris aset universitas dalam rangka tertib
administrasi mendukung kehandalan laporan barang milik universitas dan
laporan keuangan
IV | Referensi I. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dart mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi -
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
VI | Prosedur Laporan kerusakan saran prasarana

Pengecekan kondisi kerusakan

Laporan untuk perbaikan langsung, pengadaan komponen aatu di
serahkan ke pihak ke tiga
Pengadaan kompnen yang diperlukan

Perbaikan langsung atau diserahkan ke pihak ke tiga

im| g Ol =

Serah terima barang setelah diperbaiki dan laporan LPJ ke Ka BAU




i BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman

SOP 00005-025

PENCAIRAN DANA UKM Diajukan Kepala BAU vieh Rektor I1
& Keuangan LN '
mziul, S.Pd. ; SED 1}1
NBM. 1201531 £20920077206, )
I | Tujuan Memudahkan Pelaksanaan Pembayaran H(ﬁaimn Unit Kegiatan
Mahasiswa Lt
I | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah
Bulukumba
I | Definisi Pencairan dana UKM adalah Dana/anggaran yang dikeluarkan oleh

Bendahara Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk membayar dana
pembinaan unit kerja mahasiswa

IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa

3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

6, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI | Prosedur A | UKM menyusun proposal kegiatan yang sesuai dengan AD/ART serta
rencana kegiatan tahunan

B | BEM melakukan koordinasi dengan Ka BAU mengenai dana yang
tersedia sebagai dasar memverifikasi dan menyetujui proposal

Ka BAU mengesahkan proposal yang telah disetujui oleh BEM

C
D | WR II menyetujui untuk dilakukan pembayaran oleh bendahara sesuai
jadwal yang ditentukan

E | Bendahara melakukan pembayaran sesuai yang disetujui oleh WR II
kepada BEM

E | BEM menyerahkan dana yang telah dicairkan kepada UKM

F | Bagian pembukuan melakukan pencatatan dan posting dalam
pembukuan
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BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen Halaman

00005-024

al‘ldul, S.Pd.
NBM. 1201531 . 09200
1 Tujuan Memudahkan Pelaksanaan Pembayaran biaya honoratfum Pembimbing
I | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh dosen Pembimbing di Universitas Muhammadiyah
Bulukumba
01 | Definisi Pembayaran honorarium Pembimbing adalah Dana/anggaran yang
dikeluarkan oleh Bendahara Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk
membayar gaji/honor dosen Pembimbing dengan cara di transfer
IV | Referensi 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dart mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
VI | Prosedur A | Prodi menyusun daftar dosen pembimbing setiap akhir semester
berjalan
B | Disetujui oleh fakultas dan diserahkan ke BAUK
C | BAUK melakukan verifikasi daftar dosen pembimbing dan kartu
kontrol bimbingan dan diserahkan ke WR II untuk mendapat
persetujuan pembayaran
D | WR II menyetujui untuk dilakukan pembayaran oleh bendahara sesuai
jadwal yang ditentukan
E | Bendahara melakukan pembayaran sesuai yang disetujui oleh WR TI
kepada pembimbing
E | Bagian pembukuan melakukan pencatatan dan posting dalam

pembukuan




PEMBAYARAN HONOR Diajukan Kepala B

BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman
SOP 00005-023 ‘

Bessenssnesngameng,

PENGUJI j,
ahdul, S.Pd. ||
NBM. 1201531 N NP
1 Tujuan Memudahkan Pelaksanaan Pembayaran bidya-ten orariim Pénguji
II | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh dosen pengaw di Universitas
Muhammadiyah Bulukumba
I | Definisi Pembayaran honorarium Penguji adalah Dana/anggaran yang dikeluarkan
oleh Bendahara Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk membayar
gaji/honor dosen Penguji dengan cara di transfer
IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan '
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menter1 Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Unmiversitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
VI | Prosedur A | Prodi menyusun laporan pelaksanaan ujian Proposal Skripsi yang

diselenggarakan

B | laporan disetujui oleh fakultas dan diserahkan ke BAUK

C | BAUK melakukan verifikasi laporan dengan pembayaran mahasiswa
bersangkuatn dan diserahkan ke WR Il untuk mendapat persetujuan
pembayaran

D | WR II menyetujui untuk dilakukan pembayaran oleh bendahara sesuai
jadwal yang ditentukan

E | Bendahara melakukan pembayaran sesuai yang disetujui oleh WR TI
kepada penguji

E | Bagian pembukuan melakukan pencatatan dan posting dalam
pembukuan




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH

BULUKUMBA

HONORARIUM MENGAJAR & s
(GAJI DOSEN)

SOpP

No: Dokumen Halaman
00005-022 ..E\ﬁ.?.!‘““

PEMBAYARAN Diajukan Kepala B ité pkaly’ " Z. Wakil Rektor II

[ LV
4

I\Lahdul, S.Pd. AL s 3
NBM. 1201531 BN, 0920077206

Tujuan

Memudahkan Pelaksanaan Pembayaran"ha.ya-.hog,gmﬁum mengajar (Gaji
Dosen)

Ruang Lingkup

Berlaku untuk seluruh dosen pengampuh mata kuliah di Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

I

Definisi

Pembayaran honorarium mengajar adalah Dana/anggaran yang dikeluarkan
oleh Bendahara Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk membayar
gajithonor mengajar seluruh dosen pengampuh mata kuliah dengan cara di
transfer

v

Referensi

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa

3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisast dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Keterkaitan

Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI

Prosedur

A | Prodi menyusun rekapitulasi kehadiran dosen mengajar setiap mata
kuliah yang diselenggarakan pada semester berjalan

B | Rekapitulasi disetujui oleh fakultas dan diserahkan ke BAUK

C | BAUK melakukan perhitungan sesuai dengan rekapitulasi yang telah
disetujui fakultas dan diserahkan ke WR II untuk mendapat persetujuan
pembayaran

D | WR Il menyetujui untuk dilakukan pembayaran oleh bendahara sesuai
jadwal yang ditentukan

E | Bendahara melakukan pembayaran sesuai yang disetujui oleh WR II ke
Bank

E | Bagian pembukuan melakukan pencatatan dan posting dalam
pembukuan




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen Halaman
SOP 00005-021
PEMBAYARAN PAJAK Diajukan Kepala B wkil Rektor 11
BUMI DAN BANGUNAN & Krpanaan
(FEBH) hdul, S.Pd. L SEMM.
NBM. 1201531 IN 52
1 | Tujuan Memudahkan pelaksanaan Pembayaran Papak Buiti dan Bangunan (PBB)
I | Ruang Lingkup Berlaku untuk Bendahara Universitas Muhammaal'ﬁh-Bulukumba
II | Definisi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana/anggaran yang
dikeluarkan oleh Bendahara Universitas Muhammadivah Bulukumba
sebagai kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan
IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
VI | Prosedur A | Menerima SPPT dari kelurahan sesuai dengan aset yangdimiliki
B | Bagian umum menyerahkan SPPT ke BAU untuk dijadwalkan
pembayarannya
C | WR II menyetujui untuk dilakukan pembayaran oleh kasir sesuai jadwal
yang telah ditentukan
D | Kasir melakukan pembayaran sesuai angka yang disetujui oleh WR II
ke Bank Persepsi atau Kantor POS
E | Bagian pembukuan melakukan pencatatan dan
E | Memposting dalam pembukuan




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH

BULUKUMBA

SOP

No: Dokumen | No: Revisi Halaman
O[MS'DZU - T ]

PEMBAYARAN PAJAK Diajukan Kepala BAK /Dj akil Rektor II
PENGHASILAN (PPH) weaw w) AU .

ahdul, S.Pd. ;‘T & Y w ¥ Ve IM

NBM. 1201531 N 200772

Tujuan

Memudahkan pelaksanaan Pembayaran pgjalﬁﬂé;@ésilanﬁ’PH)

Ruang Lingkup

Berlaku untuk seluruh Pegawai di lingkufgan Hpivessifas Muhammadiyah-
Bulukumba

Definisi

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) adalah Dana/anggaran yang
dikeluarkan oleh seluruh pegawar Universitas Muhammadiyah Bulukumba
adalah kewajiban membayar pajak penghasilan sebagai bukti warga negara
yang baik kepada Negara.

v

Referensi

Keterkaitan

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Prosedur

A | Menghitung PPH bagi setiap pegawai
B | Rekapitulasi perhitungan PPH divalidasi oleh BAU untuk dijadwalkan
pembayaran dan diserahkan ke WR II untuk mendapatkan persetujuan

C | WR II menyetujui untuk dilakukan pembayaran oleh kasir sesuai jadwal
yang telah ditentukan

D | Kasir melakukan pembayaran sesuai rekapitulasi yang disetujui oleh
WR 11 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos

Bagian pembukuan melakukan pencatatan dan,

Memposting dalam pembukuan

m|m




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen
SOP 00005-019 4
PEMBAYARAN BPIJS Diajukan Kepala BAU1
& Keuangan
ahdul, S.Pd.
NBM. 1201531 NIDN® 7
I | Tujuan Memudahkan pelaksanaan Pembayaran BPJS e X
II | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Bulukumba
I | Definisi Pembayaran BPJS adalah Dana/anggaran yang dikeluarkan oleh seluruh
pegawai Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk pembayaran BPJS
pegawai lewat pemotongan gaji sebanyak 1 % dan 4 % Institusi
IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
VI | Prosedur A | Biro SDM memberikan informasi pemutakhiran data BPJS pada
KA BAU
B | KA BAU mengintruksikan Bagian keuangan menghitung besaran BPIS
yang harus dipotong dari pegawai dan merekap jumlah iuran BPJS yang
harus dibayarkan
C | Rekap iuran diserahkan ke kepala Biro keuangan untuk divalidasi
D | KA BAU menyerahkan laporan Rekap BPJS ke Wakil Rektor IT untuk
dimintakan persetujuan bayar
E | WR II menyerahkan ke Bank untuk di bayarkan dan menyerahkan bukti
pembayaran ke bagian SDM dan bagian Pembukuan
E | Memposting dalam pembukuan




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen ‘ No: Halaman
SOP 00005-018 | R
PEMBAYARAN Diajukan Kepala BAU ot qtal,: Wakil Rektor II
PEMBAYARAN GAJI & Keuangan v
EEGAWAL l&nhdul, S.Pd
NBM. 1201531

I | Tujuan Memudahkan pelaksanaan Pembayaran Gaji_Pég -
II | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh Pegawai di lingkungan Riversitas Muhammadiyah
Bulukumba
Il | Definisi Pembayaran Gaji Pegawai adalah Dana/anggaran yang dikeluarkan oleh
Bendahara Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk pembayaran gaji
pegawai
IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
VI | Prosedur A | Biro SDM menyerahkan rekap presensi dan lembar serta hak-hak lain

yang harus dibayarkan

B

Bagian keuangan menerima rekap dan menginput data gaji serta
mencetak rekap gaji

Menvalidasi rekap data gaji yang akan dibayarkan

Rekap data gaji yang tervalidasi disahkan oleh Wakil Rektor I1

C
D
E

WR 11 menyerahkan data gaji ke Bank untuk di posting ke rekening
pegawai dan di transfer ke rekening pegawai

Ka Bau membukukan dan mencetak slip gaji

Memposting dalam pembukuan




| BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
BULUKUMBA
No: Dokumen Halaman
SOP 00005-017
PEMBAYARAN KARTU Diajukan Kepala BAU cfr-Wakil Rektor II
TANDA MAHASISWA & Bowiu |
ahdul, S.Pd, MM.
NBM. 1201531 )9 6
" I [ Tujuan Memudahkan pelaksanaan Penerimaan dari pembayaran kartu mahasiswa
II | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh mahasiswa dlm _mglffmgan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba
1T | Definisi Pembayaran Kartu tanda mahasiswa adalah Pembayaran yang dikeluarkan
mahasiswa berkenaan dengan pengadaan kartu tanda mahasiswa
IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan
2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang  Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.l15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggt
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi
10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
VI | Prosedur A | Mahasiswa membayar ke Bank yang ditunjuk ole Universitas
Muhammadiyah Bulukumba
B | Mahasiswa menerima bukti pembayaran dari Bank
C | Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran Bank 3 lembar untuk
dicetakkan bukti pelunasan ke kasir
D | Mahasiswa menyerahkan Bukti Pembayaran lunas kepada Bendahara,
dalam pengadaan Kartu Tanda Mahasiswa
E | Mengisi form kartu tanda mahasiswa
E | Mahasiswa mengumpulkan foto ukuran 2 x 3 (1) lembar




_| BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM

UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
MUHAMMADIYAH
! BULUKUMBA
No: Dokumen No: Revisi Halaman
SOP 00005-016 | sveesnne
PEMBAYARAN LEGALISASI | Piajukan Kepala B i Nanfc alul Rektor IT
IJASAH DAN TRANSKRIP & Bepm
=)
klahdul, S.Pd. M.M./
NBM. 1201531 A J,’
I [ Tujuan Memudahkan pelaksanaan Penerimaan dari ¢per@ayaran legalisasi dan
transkrip nilai mahasiswa \“""“ il
T | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh mahasiswa di prodi lingKingan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba
II | Definisi Pembayaran ijasah dan transkrip nilai mahasiswa adalah Pembayaran yang

dikeluarkan berkenaan dengan pengambilan ijasah dan transkrip nilai
mahasiswa yang telah dilegalisasi

IV | Referenst 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan
pendapatan optional dari mahasiswa

3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan

6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI | Prosedur A | Mahasiswa membayar ke Bank yang ditunjuk ole Universitas
Muhammadiyah Bulukumba
B | Mahasiswa menerima bukti pembayaran dari Bank
C | Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran Bank 3 lembar untuk

dicetakkan bukti pelunasan ke kasir

Mahasiswa menyerahkan Bukti Pembayaran lunas kepada Bendahara

Mo

Menunjukkan fotocopy ijasah dan transkrip nilai mahasiswa yang akan
dilegalisasi masing-masing 10 lembar




BAU BIRO ADMINISTRASI UMUM
_ UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
i MUHAMMADIYAH
| BULUKUMBA

No: Dokumen Halaman

SOP 00005-015

PEMBAYARAN BIAYA
OPERASIONAL MAHASISWA

NBM. 1201531

I | Tujuan Memudahkan pelaksanaan dan pengawasam—Penemnfaan Pendapatan
Operasional dari mahasiswa

I | Ruang Lingkup Berlaku untuk seluruh mahasiswa di prodi lingkungan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba

I | Definisi Pembayaran Biaya operasional mahasiswa adalah Pembayaran yang harus
ditunaikan/dibayarkan oleh seluruh mahasiswa wajib sebelum melakukan
perkuliahan

IV | Referensi 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tujuan prosedur adalah untuk
memudahkan pelaksanaan

2. Tentang sistem pendidikan nasional dan pengawasan penerimaan

pendapatan optional dart mahasiswa

UU Ne 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

pendidikan

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.155/U/1998
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

10. Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Bulukumba

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

oo
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V | Keterkaitan Manual Mutu Universitas
Peraturan Kepegawaian Universitas
Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

VI | Prosedur A | Mahasiswa membayar ke Bank yang ditunjuk ole Universitas
Muhammadivah Bulukumba

Mahasiswa menerima bukti pembayaran dari Bank

Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran Bank 3 lembar untuk
dicetakkan bukti pelunasan ke kasir

o O|w

Mahasiswa menyerahkan Bukti Pembayaran lunas kepada Bendahara
sebagai bukti bahwa pembayaran pembangunan lunas

E | Di Posting ke Pembukuan oleh Bendahara BPH




